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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
Pada   tahun  1948  PBB  melakukan  deklarasi  terkait   Hak  Azasi
Manusia.  Pasal  25 Ayat  (1)  Setiap orang  memiliki  hak  kesehatan diri  dan
keluarganya. Berdasarkan Deklarasi tersebut, pasca Perang Dunia II beberapa
negara  dunia  mengembangkan  jaminan  sosial,  berupa   jaminan  kesehatan
bagi semua penduduk (Universal Health Coverage).
Pancasila  sila  ke-5  juga  mengakui  hak  asasi  warga  atas  kesehatan.
dalam UU No. 23/1992 yang kemudian di ubah dengan UU 36/2009 tentang
Kesehatan. Dalam UU 36/2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai
hak  yang  sama  untuk  mendapatkan  akses  dibidang  kesehatan.  Pemerintah
memberikan  jaminan  Sosial  dibidang  kesehatan  dengan  menerbitkan  UU
No.40  tahun 2004  tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU ini
mengamanatkan  bahwa  jaminan  sosial  wajib  bagi  seluruh  penduduk
Pemerintah  menetapkan  UU No.  24  Tahun  2011  tentang   Jaminan  Sosial
Nasional diselenggarakan oleh BPJS, yang diimplemtasi pada 1 Januari 2015 
Sumber pembiayaan BPJS Kesehatan bersumber dari pemerintah untuk
penerima bantuan Iuran ( PBI ) dan bersumber dari peserta baik dari pemberi
kerja atau peserta mandiri, ketidak patuhan pembayaran premi tersebut akan
berpengarauh terhadap likuiditas  keuangan BPJS Kesehatan  dimana  Pada
tahun 2015  saja  misalnya,  defisit  anggaran   mencapai  Rp 3,3 triliun  dan
tahun 2016 mencapai  5.8 trilyun.   . dan di tahun 2017 devisit diperkirakan
akan mencapai 9.25 trilyun. 
Devisit  yang  terjadi  setiap  tahun  dan  terus  bertambah  disebabkan
banyaknya peserta mandiri yang tidak membayar iuran atau membayar iuran
hanya  saat  membutuhkan   pelayanan  kesehatan  .  selain  itu  tunggakan
pembayaran premi juga banyak dilakukan oleh pemberi kerja atau perusahaan
bahkan pemerintah daerah. 
Diwilayah kerja Kantor Cabang Boyolali dari 158878 peserta mandiri
dari  jumlah tersebut  yang tidak  aktif  dalam melakukan pembayaran premi
mencapai 34792  sekitar 40 % peserta yang tidak rutin membayar , sedangkan
total belanja kesehatan dikantor Cabang Boyolali  pada  tahun 2017 mencapai
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58 milyar sedang premi yang bisa di kumpulkan sebesar 21 milyar sehingga
devisit mencapai 40 milyar . 
Membayar  premi  atau  iuran  kepesertaan  merupakan  kewajiban  yang
harus  dilakukan  oleh  seluruh  peserta  jaminan  kesehatan  Nasional   BPJS
Kesehatan baik peserta mandiri atau peserta penerima bantuan iuran ( PBI )
yang pembayarannya dilakukan oleh pemerintah .
Selama  ini  muncul  anggapan  ditengah  masyarakat  bahwa bila  ingin
berobat di sarana kesehatan dengan gratis maka harus memiliki kartu BPJS
Kesehatan. Maka banyak orang yang berbondong bonding mendaftarakan diri
menjadi  peserta  BPJS  Kesehatan  ketika  sakit.  Namun  setelah  sakit  yang
dideritanya sembuh lupa akan kewajibannya dalam membayar iuran premi. 
Selain  itu  besarnya  biaya  pengobatan  disarana  ksehatan  mendorong
orang  untuk  mencari  untung  dengan  menggunakan  kartu  BPJS  Kesehatan
ketika menderita penyakit  kronik atau katagori  penyakit katastropik karena
lebih  hemat  dengan mengunakan kartu  BPJS Kesehatan  dari pada  dengan
mengunakan pembayaran tunai atau langsung.
Anggapan  peserta  BPJS  Kesehatan   bahwa  ketidakpatuhan  dalam
membayar premi merupakan tindakan yang tidak melanggar etika dan prinsip
hidup akan mempengaruhi peserta BPJS Kesehatan untuk berniat melakukan
ketidakpatuhan pembayaran premi . 
Begitu juga dengan perasaan tidak bersalah atas  ketidakpatuhan dalam
pembayaran premi. Jika jika peserta BPJS Kesehatan tidak merasa bersalah
dalam  melakukan  ketidakpatuhan  pembayaran  premi,  maka  akan
memunculkan niat peserta  untuk tidak patuh dalam memenuhi Kewajibannya
dalam melakukan pembayaran premi.
Timbulnya  sikap  tidak  patuh  berasal  dari  diri  pribadi  peserta.  Awal
munculnya sikap ketidakpatuhan ini sangat tergantung dari niat untuk tidak
patuh terhadap peraturan. Atau kurangnya sosialisasi bahkan juga disebabkan
tidak  adanya   tindakan  penyelesaian  yang mampu secara  nyata  dan  besar
pengaruhnya untuk mengatasi masalah.
Ketidak patuhan ini juga bisa disebabkan adanya kesulitan dalam teknis
pembayaran  dimana  outlet  pembayaran  yang  terbatas  dan  sulit  terjangkau
serta model pembayaran elektronik yang belum familier dimasyarakat  dan
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juga  sistem pembayaran yang tidak terintegrasi dengan sistem pembayaran
yang lain. 
Ketidakpatuhan dalam pembayaran premi lebih didominasi oleh peserta
mandiri hal ini disebabkan karena kurangnya tanggung jawab dan komitmen
terhadap kepesertaaan sebagai filosofi  BPJS Kesehatan sebagaima tercantum
dalam  UU  BPJS  yaitu,  kegotongroyongan,  nirlaba,  keterbukaan,  kehati-
hatian,  akuntabilitas,  portabilitas,  kepesertaan  bersifat  wajib,  dana  amanat;
dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk
pengembangan  program  dan  untuk  sebesar-besar  kepentingan  Peserta.
system pembayaran premi BPJS Kesehatan  saat ini menuntut  peserta BPJS
Kesehatan   lebih mandiri dan  sadar terhadap kewajiban dalam pembayaran
premi 
Namun timbulnya sikap tidak patuh terhadap pembayaran premi BPJS
Kesehatan tersebut tidak sepenuhnya merupakan kesalahan dari peserta BPJS
Kesehatan  hal  ini  bisa  jadi  disebabkan  karena  lemahnya  edukasi  dan
sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan terkait dengan hak tanggung
jawab  serta  kewajiban   yang  di  lakukan  oleh  peserta.  Mekanisme  proses
kepesertaan hanya  melalui proses administrasi saja baik yang secara manual
maupun  elektronik.  Tidak  ada  mekanisme  edukasi  dan  sosialisasi  dalam
proses kepesertaan 
Sosialisasi  dan penjelasan kepada peserta   juga  mempengaruhi  sikap
patuh  atau  tidaknya  peseserta  dalam  melaksanakan  kewajibannya  dalam
melakukan pembayaran premi  sebagaimana dalam pembayaran premi oleh
asuran  yang  lain  dimana  ada  proses  interview  terhadap  peserta  untuk
memantapkan kepesertaanya. Hal ini terjadi karena BPJS Kesehatan saat ini
lebih  mengejar  aspek  pertumbuhan  kepesertaan  dan  tidak  diikuti  secara
simultan aspek edukasi kepesertaan.
Alasan  ekonomi  juga  menjadi  alasan  lain  yang  menyebabkan
tidakpatuhan  dalam  pembayaran  iuran  premi  BPJS  Kesehatan   dimana
besaran  iuran  premi  yang  dibayarkan  diluar  kemampuan  peserta  mandiri,
karena  dalam  sistem  pembayaran  premi  peserta  BPJS  Kesehatan  tidak
menganut  sistem tunggal artinya dalam satu keluarga tidak bisa mendaftar
untuk satu orang tetapi anggota keluarga secara keseluruhan harus terdaftar
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sebagai peserta dan pembayaran premi di hitung berdasarkan jumlah anggota
yang terdaftar.
Sanksi terhadap ketidakpatuhan ini juga masih dirasa ringan sehingga
peserta masih merasa nyaman bila tidak membyar premi secara rutin yang
harus  dibayarkan  dimana   peserta  yang  terlambat  melakukan  pembayaran
premi  akan  mendapatkan  denda  sebesar  2  % perbulan  dan  akan  diblokir
kepesertaanya bila terlambat 3 bulan berturut turut dan akan mendapaatkan
saknsi tidak mendapatkan pelyanan publik  seperti pengurusan STNK, SIM,
Paspor, IMB serta pengurusan sertifikat tanah.
Penelitian tentang ketidakpatuhan pembayaran premi BPJS Kesehatan
peserta  mandiri   belum banyak  dilakukan  maka  untuk mengetahui  faktor-
faktor  yang  mempengaruhi  perilaku  ketidakpatuhan  (  noncompliance  )
tersebut diatas dengan  Theory of Planned Behavior (TPB)  model theory of
planed  behavior  TPB  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  memberikan
penjelasan,  prilaku  tidak  patuh  (  noncompliance)  wajib  pajak  sangat
dipengaruhi  variabel  sikap,  norma  subyektif,  dan  kontrol  prilaku  yang  di
persepsikan.. Bradly (1994)  
Niat  berperilaku dipengaruhi tiga faktor, pertama  behavioral belief,
keyakinan akan hasil  suatu perilaku yang telah dilakukan (outcome belief)
dan  evaluasi  terhadap  hasil  perilaku  tersebut.  Keyakinan  dan  evaluasi
terhadap hasil ini akan membentuk variabel kepribadian yang berupa sikap
(attitude) terhadap perilaku.
Kedua  adalah  normative  belief,   keyakinan  individu  akan  harapan
normatif orang lain yang menjadi referensinya, seperti keluarga, teman,  dan
motivasi  untuk  mencapai  harapan  tersebut.  Harapan  normatif  ini  yang
membentuk variabel norma subjektif (subjective norm) atas suatu perilaku.
 Ketiga  control belief,  keyakinan individu akan keberada-an suatu hal
yang  mendukung  atau  menghambat  perilaku  serta  persepsinya,   tentang
seberapa  kuat  Suatu  hal  tersebut  akan  bisa  mempengaruhi  perilakunya.
Control belief akan membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan
(perceived behavioral control). ( Ajzen,2002).
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Pada Penelitian sebelumnya bobek dan hatfield ( 2003)  menganalisa
prilaku ketidakpatuhan Wajib pajak  di negara bagian Florida, sedang pada
penelitian  ini  menganalisa  prilaku  ketidakpatuhan  peserta  mandiri  BPJS
Kesehatan jadi perbedaan pertama   pada penelitian ini  adalah pada objek
penelitian kemudian perbedaan kedua adalah lokasi penelitian dimana pada
penelitian  ini  adalah  peserta  mandiri  BPJS  Kesehatan  di  wilayah  Kantor
cabang Boyolali dan  prilaku ketidakpatuhan wajib pajak di negara bagian
Florida.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor faktor yang
mempengaruhi  niat  ketidakpatuhan  dalam  membayar  iuran  premi  BPJS
Kesehatan.
Pemilihan  peserta  mandiri  BPJS  Kesehatan  kantor  cabang  Boyolali
sebagai lokasi penelitian di dasarkan pada 
BPJS kesahatan Kantor Cabang Boyolali membawahi 2 kabupaten 







1 Boyolali 972287 646061 67622
2 Klaten 1266424 975622 147831
Sumber: Kantor BPJS Kab. Boyolali tahun 2017
Jumlah penduduk kabupaten klaten menempati peringgkat ke 10  dari 
35 kabupaten kota di Jawa Tengah dan Boyolali menempati peringgkat ke 17 
sedang untuk wilayah eks karisidenan Surakarta jumlah penduduk kabupaten 
Klaten diperingkat pertama dan Kabupaten  Boyolali diperingkat kedua . 
Artinya  kantor  cabang  BPJS  Kesehatan  Boyolali  kedepan  akan
mengelola  kepesertaan  dengan jumlah  yang besar  dengan rentang wilayah
yang cukup luas memiliki area geografi yang sebagian besar adalah wilayah
pedesaan dengan segala keterbatasan akses informasi dan sarana mobilisasi.
No Kab./Kota Pria Wanita Jumlah
1 KLATEN 633.314 633.110 1.266.424
2 BOYOLALI 495.234 477.053 972.287
3 SRAGEN 466.671 461.919 928.590
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4 SUKOHARJO 436.251 428.609 864.860
5 KARANGANYAR 404.228 415.361 819.589
6 SURAKARTA 271.667 276.810 548.477
Sumber: BPS Kab. Boyolali 2017
Dari apa yang telah diuraikan diatas peneliti akan melakukan penelitian
dengan judul  “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Niat Ketidakpatuhan
Dalam Membayar Iuran Premi Peserta  Mandiri   BPJS Kesehatan Di
Wilayah Kantor Cabang Boyolali”
Diharapkan dengan penelitian ini akan diperoleh kesimpulan yang dapat
dijadikan  pembenahan  dalam pelaksanaan  kepesertaan  di  BPJS  Kesehatan
terkait  dengan  kolektifitas   .  Artinya bahwa apabila  faktor-faktor tersebut
telah  diketahui  dan  terbukti  menjadi  penyebab  ketidakpatuhan  peserta
mandiri  dalam  membayar  iuran  premi  ,  maka  akan  membantu  BPJS
Kesehatan  dalam  mengurangai  angka  ketidakpatuhan  dalam  pembayaran
iuran premi BPJS Kesehatan  khususnya di wilayah Kantor Cabang Boyolali .
dan  dapat  lebih  fokus  memperhatikan  faktor-faktor  tersebut  untuk
penyelesaian masalah ketidakpatuhan. 
Namun  apabila  penelitian  ini  tidak  membuktikan  adanya  pengaruh
faktor-faktor  tersebut  terhadap  ketidakpatuhan  maka  akan  dapat  di  lihat
bahwa apakah ada faktor lain yang mungkin menyebabkan ketidakpatuhan di
wilayah  kantor  cabang  Boyolali  .  Sehingga  akan  dapat  ditemukan  upaya
penyelesaian yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakpatuhan tersebut.
B. Perumusan Masalah
Pada penelitian  yang dilakukan  oleh Hanno dan dan Violete  (1996);
Bobek  dan  Hatfield  (2003)  menemukan  bahwa  sikap  berpengaruh  secara
signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak.
Norma subjektif  memberi pengaruh pada  niat ketidakpatuhan ( Hanno
dan Violete) 1996; bobek dan Hatfield, 2003), sedangkan mustikawati ( 2003)
dan Ernawati ( 2010 ) menemukan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh
pada ketidak patuhan.
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Penelitian Parker (1995), Wenzel (2004) dan Jati (2013) menunjukkan
kewajiban moral mempunyai  pengaruh terhadap niat  ketidakpatuhan pajak,
sedang  penelitian   (  Hanno  dan  Violatte,1996;  Mustikasari,2007)
membuktikan  bahwa  kewajiban  moral  tidak  berpengaruh  terhadap  niat
ketidakpatuhan pajak.
Ajzen ( 2002) telah menemukan kontrol prilaku mempengaruhi niat di
dasarkan  atas  asumsi  bahwa kontrol  prilaku  yang  di  persepsikan  individu
akan  memberikan  implikasi  motivasi  pada  orang  tersebut,  sedangkan
Blanthorne ( 2000); Bobek dan Hatfield ( 2003) dalam penelitiaannya kontrol
prilaku yang di persepsikan tidak berpengaruh terhadap niat ketidakpatuhan
pajak.
Dengan  adanya  perbedaan  hasil  penelitian  sebagaimana  di  sebutkan
diatas maka dirumuskan pertanyan penelitian sebagai berikut :
1. Apakah  Sikap  berpengaruh  Signifikan  terhadap  niat  ketidakpatuhan
pembayaran premi peserta Mandiri  BPJS Kesehatan
2. Apakah  Norma  subyektif   berpengaruh  signifikan  terhadap   niat
ketidakpatuhan pembayaran  premi peserta mandiri BPJS Kesehatan
3. Apakah  kewajiban  moral  berpengaruh  Signifikan   terhadap  Niat
ketidakpatuhan pembayaran premi peserta mandiri BPJS Kesehatan
4. Apakah  kontrol  prilaku  yang  di  persepsikan  berpengaruh  signifikan
terhadap  niat  ketidakpatuhan  dalam  membayar  premi  peserta  mandiri
BPJS Kesehatan
C. Tujuan dan Manfaat  Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk  menguji   apakah  sikap   berpengaruh  positif  terhadap  niat
ketidakpatuhan pembayaran premi BPJS Kesehatan
b. Untuk menguji apakah norma subyektif berpengaruh terhadap terhap
niat ketidakpatuhan dalam membayar premi BPJS Kesehatan
c. Untuk menguji  apakah kewajiban moral  berpengaruh Positif  terhap
niat ketidakpatuhan pembayaran premi BPJS Kesehatan
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d. Untuk  menguji  apakah  kontrol  prilaku  yang  dipersepsikan




Hasil  penelitian  ini  diharapkan  memberikan  kontribusi  terkait
dengan  teori  prilaku  yang  mempengaruhi  ketidakpatuhan  peserta
mandiri BPJS Kesehatan dalam membayar iuran premi  
b. Manfaat praktis
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  masukan  bagi
pengolola  BPJS Kesehatan  dikantor  cabang Boyolali,   faktor-faktor
apa saja yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpatuhan peserta
dalam membayar iuran premi. 
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